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ABSTRACT

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan
koordinasi fungsional dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Parit Baru
Kecamatan Sungai Raya. Fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam
penertiban PKL yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sungal Raya pada
kenyataannya kurang adanya dukungan dari instans terkait, sehingga masih banyak para PKL
yang berjualan di tempat-tempat yang melanggar peraturan tata kota, seperti menggangu
keindahan kota, lau lintas jalan yang, sefakin ‘sempit. Hal tersebut dikarenakan kurang
pahamnya para PKL mengani peratufan ketertiban lingkuhgan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pel aksanaan koordinasisflingsional dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parit
Baru Kecamatan SungaiRaya belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lainzpelaksanaan keordinasi melalui rapat-rapat koordinasi, permintaan data-
data atau informasi mengenai PKL, pelaksanaan konslltasi dan menjalin hublingan kerja sama
yang dilakukan antara pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan instans terkait
dan kelompok PKL belum berjalan maksimal, karena belum terjalinnya hubungan formal dan
informal, seperti, jarang melakukan pertemuan atau musyawarah kerja, selalu merasa tugasnya
yang ‘paling penting dan tidak adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Dengan
keadaan yang demikian selalu terjadi kesalah-pahaman, dalam bertindak dan terkadang sering
terjadi saling.melempar tanggung jawab yang akhirnya segala keputusan yang.diambil kurang
tépat terutama dalam penetaan PKL. '
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The aims of this article isintended to provrde aJ‘n Lnderstandmg of the functional coordination in
|mplementat|0n of the control of street vendors (PKL) in the River Market District of New
Trench™ :Kingdom. The phenomenon that occlrs on the implementation of coordination in
regulatmg street vendors conducted Civil Service Police Unit in the District of Sungai/Raya in
fact a lackiof support from relevant agencies, so there is still a lot of the street vendors who sell
in places that violate the city's zoning requirements, such as disturbing.the beauty of the city,
road traffic is getting narrower. That is because the lack of understanding of the rules of order
and hold a street vendor environment. The results showed that the implementation of functional
coordination in the control of street vendors in‘New Market River District Ditch the Kingdom
had not been effective. This can be seen from several indicators, among others: implementation
of coordination through coordimation_meetings, request data=or- information regarding the
vendors, the consultation exercise and a relationship of cooperation between States through the
Civil Service Police Unit with relevant agencies and groups of street vendors have not run up,
because not formal and informal relations, such as, rarely do meetings or deliberations of work,
always feel the most important duties and the absence of regulation of business groups on a
regular basis. With such circumstances misunderstandings always happen, and sometimes act
often throwing the responsibility ultimately any decision made less precise, especially in
penetaan street vendors.
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A. PENDAHULUAN

Keberadaan Satuan Polis Pamong Praja
(berdasarkan pasal 148 Undang-undang nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
disebutkan, bahwa untuk membantu kepaa
daerah menegakkan peraturan daerah dan
kebijakan kepala daerah serta
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum maka dibentuk Satuan Polis Pamong
Prga.

Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP)
mempunyai tugas, membantu Bupati dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan  Kabupaten
Kubu Raya di hidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, menegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau
ketentuan daerah lainnya. Salah satu fungsinya
adalah pelaksanaan koordinas _pemeliharaan
dan  penyelenggaraan  ketentraman  dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan ,Bupati dengan aparat
kepolisian Negaras# Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dan'atau aparatur lainnya.

Kontek pel aksanaan koordinas menuntut
adalah perubahan atau inovas terhadap peran
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  dari
pelaksana menjadi ‘fasilitator, sehingga kiranya
dapat memberikanintruksi, terhadap pelayanan
masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan
dan bekerja semata-mata untuk memenunhi
aturan menjadi__bekerja untuk mewujudkan
misi. Oleh karena itu evaluas kebijakan
pengembahgan pada hakekatanya tentunya
dapat menjelaskan pemikiran  secara
konseptual, : andlitis, rasional, redita dan
komprehensif tentang langkah-langkah yang

diperlukan Juntuk  memperlancar  atau
mempercepat ‘pancapaian tujun yang telah
ditetapkan. 3

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kubu Raya merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten syang
bertugas  penyelenggaraan  Pemerintahan
Kabupaten Kubu Raya di, bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum, menégakan, Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atai™
ketentuan daerah lainnya. Salah satu fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu
Raya adalah melaksanakan  koordinasi
pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan
koordinasi merupakan faktor dominan yang
perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup
suatu organisasi, karena tidak hanya masalah
teknis semata-mata melainkan tergantung dari
tindakan dan langkah dari penegak organisasi.
Oleh karena itu, koordinas dimaksudkan

'

sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh
pimpinan untuk menyatukan segenap kegiatan
dari satuan kerja, baik dilakukan secara intern
maupun fungsional sehingga terjadi suatu gerakan
sebagai satu kesatuan yang utuh guna
melaksanakan tugas secara bersama-sama.
Berdasarkan  fenomena yang terjadi
mengenai  pelaksanaan  koordinass  dalam
penertiban PKL di Kecamatan Sungai Raya yang
kenyataannya kurang adanya dukungan dari
instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan
Dinas Tata Kota. Identifikas dari permasalahan
tersebut antara lain: 1) rapat-rapat koordinasi
yang membahas masaah ketertiban PKL,
sehingga masih banyak para pedagang kecil yang
“berjualan“+di,_ tempat-tempat yang melanggar
peraturan tata “keta, 2) permintaan data dan
informasi, sehingga belum terciptanya penataan
PKL di Kecamatan Sungai=Raya, khususnya di
Pasar Parit Baru sehubungan pemerintah
Kabupaten Kubu Raya belum menétapkan lokasi
PKL secara teratur dan strategis. 3) konsultas,
sehingga masih banyaknya para PKL% yang
kurang memahami peraturan mengenai ketertiban
lingkungan: N,

B. KOORDINASI
lstilah Koordinasi (coordinations) menurut !
Soemodiharjo  (2007:136), berasal dari kata
“Cum” yang berarti berbeda-beda dan *“Ordinare”
yang berarti penyusunan dan penempatan sesuatu
menurut keharusannya.  Selanjutnya .«menurut
Pr 9110' 005:16), “bahwa koordinasi adalah
suatu piszes rangkaian menghubungkan tujuan
id jmenserasikan tiap langkah dan kegiatan
dalam organisasi agar tercapal gerak yang cepat
untuk mencapai sasaran dan tujuan”. Kemudian
Handayaningrat (2003:170 menyatakan
“Koordinasi adalah sebagai usaha menyatukan
kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kefja (unit-
unit) organisasi sehingga organisasi’ bergerak
sebagai. satuan yang bulat guna melaksanakan
seluruh tugas untuk'mencapai tujuan”.

Berdasarkan pendapat dari _ketiga para ahli
di atas, maka pelaksanaan™Koordinas adalah
suatu—usaha™yang untuk menyatukan segenap
kegiatan dari satuan-satuan kerja, baik dalam
hubungan vertikal maupun horisontal sehingga
bergerak satuan-satuan yang utuh guna
melaksanakan tugas serta dapat dilaksanakan
secara berhasil guna dan berdaya guna.

Ada beberapa macam cara agar koordinasi
fungsional terlaksana dengan sebaik-baiknya,
antara lain menurut Ndraha (2003:123), dengan
menggunakan alat-alat koordinasi yaitu :
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1. Rapat-rapat koordinasi

2.Permintaan data-data atau informas dan
instans lain.

3.Konsultasi

4. Hubungan K erjasama.

Berdasarkan dlat-alat koordinasi teknis
operasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya melalui bidang Trantib
sebagai ukuran berperan tidaknya koordinasi dan
ditentukan besarnya frekuensi alat-alat koordinasi
yang dilakukan menurut rencana yang telah

ditetapkan.
Berdasarkan uraian tersebut, jalas bahwa
pelaksanaan  koordinas  merupakan usaha

penyertaan kerja yang meliputi hubungan kerja
sama dari berbagai unit kerja yang mempunyai
tugas dan wewenang dan tanggung jawal* ‘dalam
penyelenggaraan kegiatan yang diharépkan agar
adanya keserasian, keterpaduan “dan keteraturan
kerja dengan hubungan , Kerja yang -harmenis.
Dengan demikian di dalam mencegah terjadinya
dualisme kepemimpinan, tanpa adanya koordinas
yang baik, maka pelaksanaan tugas tidak akan
dapat berjalap‘dengan lancar.

Untuk™ kelancaran’ proses  kegiatan
koordinasi tersebut dalam pelaksanaannya
Pemeri I’|“‘l':tnah Kecamatan Sunga Raya, sebagal
koordinator hendaknya dapat mengatur dan
menyustn segala- kegiatan menurut  urutan
kegiatan serta menciptakan instansi sebagai suatu
kesatuan; yang harmonis, sehingga dapat
membantu penyelesaian pekerjaan secara efektif.
Aktivitas " pengkoordinasian yang  dilakukany’
mencakup + berbagal  aspek, sebagai mana
dikemukakan oleh Moekijat (2005: 125), yaitu i -

1. Adanya kerja sama diantara unit kerja dalam
pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa
sehingga terdapat saling pengertian, saling
mengisi, Saling membantu dan saling
melengkapi %,

2.Adanya usahaiuntuk menyatukan arah atau
tindeakan  diantara unit kerja,. sehingga
merupakan suatu‘kebulatan pemikiran yang
ditentukan dan di paham| bersama

Adanya pembagian tlgas-yang Jelas dan
tegas diantara unit kerja denganT tetap
memperhatikan pengelompokan bidang kerja
yang sgienis dan volume beban kerja. Sehingga
dapat menghindari adanya kekembaran dan
kekosongan pekerjaan. Berdasarkan apa yang
dikatakan oleh Moekijat tersebut, menunjukkan
bahwa pelaksanaan koordinasi yang baik selalu
mengacu kepada pengaturan tata hubungan kerja
sama yang harmonis, kesatuan arah dan tindakan
serta adanya pembagian tugas yang jelas dan
tegas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka
mengatasi jangan terjadinya tumpang tindih dan

dan perebutan dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan tanggungjawab. Tindakan yang
demikian tidak lain adalah sebagai upaya untuk
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan
sebelumnya, seperti  pencegahan terhadap
konflik atau kontradiksi, persaingan yang tidak
sehat, pemborosan, kekosongan ruang dan
waktu, dan terjadinya perbedaan pendekatan
atau pelaksanaan tugas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan  metode
kuditatif dengan tujuan mengungkapkan
pelaksanaan koordinasi penertiban Pedagang

kaki Lima, dilihat dari 3 aspek eapat-rapat

koordinasi, permintaan data dan informasi,
konsultasi danshubungan kerja sama. Informan
dalam penelitian ini*yaitu: 1) Kepala Satpol PP,
2) Seksi_Ketentraman dan.K etertiban; 3) Seksi
Penegakan  Peraturan Daerah. dan Peraturan
Bupati; 3) Petugas Satuan Polis” Ramong Praja
Pemerintah Kabupaten® Kubu Raya, 5)
Koordinartor” PKL. Teknik pemilihan"subjek
penelitian .digunakan dengan! teknik bertujuan
(purposive) maksudnya penentuan  subjek
penelitian diambil kepada orang-orang yang ™

_banyak, mengetahui permasalahan .atau yang

terlibat langsung dalam permasalahan yang |

.dltql|t|

‘Teknik analisis data yang digunakan dalam
t)enelltlan ini adalah menggunakan analisis data

itatif yang diperoleh dengan melakukan
F/J/ a dan mendokumentasikan beberapa
qbrek ang menjadi bahan penelitian.

D IbELAKSANAAN KOORDINASI

p.‘ KETERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA

1. Rapat-Rapat Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan di
Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Kubu
Raya. dengan instansi terkait, melalui rapat
koordinasi dengan maksud untuk
menyelaraskan  tugas yang  merupakan
perwujudan kerja sama,-saling bantu membantu
dan—fungs™ Serta tanggung jawab masing-
masing pegawai di bidang keterntraman dan
ketertiban lingkungan pemerintahan Kabupaten
Kubu Raya.

Pada dasarnya pelaksanaan koordinasi
melalui  kegiatan rapat selalu menekankan
pentingnya hubungan manusia, secara relatif
mudah mendapatkan suatu cara yang baik,
tetapi  kesulitannya adalah mendapatkan
bermacam-macam kesatuan persepsi  untuk
menyatukan sikap dan tindakan dengan suatu
cara yang dikoordinasikan. Untuk itu harus



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

diadakan suatu tindakan yang pasti untuk
menciptakan tujuan yang diinginkan. Semua unit
kerja yang terkait seperti Satuan Polis Pamong
Prgja, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan serta
Kelompok Pedagang Kaki Lima harus didorong
untuk saling tukar saran, ide dan pikiran melalui
suatu rapat koordinasi. Melaui cara yang
demikian, maka diharapkan setiap unit yang
terkait akan mengetahui sudut pandang dan
masadlah organisass yang sedang dihadapi,
khususnya dalam bidang keterntraman dan

ketertiban. e

Berdasarkan hasil wawancara K epala:Seksi
Ketentraman dan Keterti ban _memberikan

keterangan bahwa: -
koordinas yang dilaksanakan daram rangka pengamanan
dan ketertiban Pedagang Kaki"Lima (PKL) di+Kecamatan
Sungai Raya belum dllakukan secara merata, karena ada
beberapa PKL yang' “belum pernah diundang untuk
dilibatkan dalam répat koordinasi.+ Kalaupun ada hanya
dilakukan kepada pedagang formal sgja seperti pedagang
ruko, toko-toKo dan kios yang dikelola oleh pemerintah
Kabupaten/ Kubu Raya. atau badan ussha lain dan
perseorangan. Di  samping itu, para PKL ' sebelum
melakukan kegiatannya tidak pernah meminta ijin
berdagang pada instansi berwenang. Alasan para PKL
hanya” selaku pedagang yang melakukan usaha
perdagangan non. formal dengan menggunakan lahan
terbuka IF:r(au tertutup dan sebagian fasilitas umum dengan

modal yang relatif kecil.
Berdasarkan  hasil
Koordinater PKL, menyatakan:

Pelaksanagh razia dalam rangka penertiban PKL, sering
dilakukan, lerkadang dalam satu bulan 2-3 kali. Tindak

yang d||akukan oleh instans berwenang yaitu P0|I5.J’\

Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya adalah melakukan
pembongkaran, terhadap tempat berjualan, meskipun pada
saat itu para pedagang tidek berada di tempat/berjuaan.
Setelah terjadi pembongkaran terhadap PKL yang berjualan
di tempat yang dilarang, maka setiap PKL dipanggil oleh
petugas untuk diCarikan solusinya dengan melakukan
pembinaan terhadapy PKL, yaitu menyediakan tempat-
tempat yang diperbolehkan untuk berjualan bagi PKL
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

!

Kubu Raya. L
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat
ditelash bahwa lokasi perdagangan-yang dilarang
oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada
kenyataannya masih ada PKL yang berjualan di
lokasi Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, seperti
di ruas dan badan jalan protokol, di trotoar jalan
dan di selasar kaki lima bangunan permanen
pasar. Tindakan yang dilakukan oleh PKL jelas
melanggar peraturan yang di keluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentang
ketertiban umum di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya, dengan maksud untuk
mengantisipasi agar PKL tidak mengganggu arus
lau lintas, sehubungan bertambahnya jumlah
penduduk dan  meningkatnya  pemilikan

| buatan  yang

wawancara dengan 'JL“’“-
.I

kendaraan dan selanjutnya ditetapkan lokasi yang
tepat dan dianggap aman untuk para PKL.

2. Permintaan Data dan I nformasi
Permintaan data dan informasi dengan
intansi terkait merupakan suatu alat bahan
laporan untuk menciptakan ketertriban Pedagang
Kaki Lima (PKL). Bagi Polis Pamong Praja
Kabupaten Kubu Raya yang menerima laporan
tersebut merupakan salah satu sumber informasi
yang diperlukan dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya yaitu menciptakan
kehidupan yang teratur, tentram, tertib, dan
nyaman, bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
Hasil"wawancara dengan Petugas Satuan
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya, menyatakan bahwa;_
Pelaksanaan . koordinas dalan  kaitannya dengan
ketentraman dan ketertiban PKL masih belum terkoordinir,
sehingga berakibat banyaknya para PKls,yang berjualan di
sembarang tempat. Untuk mengantasipasismasalah PKL
tersebut, maka dilakukan pembinaan depngan cara
mengunjungi  anggota masyarakat yang telah ditetapkan
sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan
akan artic pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Dagxah,
Peraturan Kepala Daerah dan proeduk hukum lainnya
Kemudian Mengundang/memanggil .-para PKL yang
perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan
Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa
telah  dilakukannya™ mengganggu
ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat secara

Berdasarkan hasil  wawancara dengan
nator PKL, diperoleh keterangan bahwa:
Poliss Pamong Praja Kabupaten Kubu ;Raya
l 1pe’_g@a melakukan pemberdayaan kepada PKL, dengan
| mengundang para PKL untuk melakukan pertemuan dan
| sosiadlisas mengenai tempat-tempat lokasi berjualan yang
diijinkan dan. yang dilarang. Tujuannya adalah
menekankan pada proses untuk mendorong atau
memotivass PKL agar mempunyai kemampuan atau
keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan
hidupnya melalui proses-dialog.

Berdasarkan . pernyataan tersebut, dapat
ditelaah bahwa, bahwa selama ini* Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan
instansi terkait belum sepenuhnya melakukan
pendekatan. kepada™ para PKL, namun hanya
memberikan himbauan berupa larangan berjualan
di tempat-tempat yang dilarang dan memberikan
saran ke tempat yang sudah ditentukan. Namun
tempat-tempat yang diijinkan sementaraini sudah
penuh di tempati pedagang lainnya. Saat terjadi
penertiban para petugas melalui Satuan Polisi
Pamong Praja, tempat usaha PKL dibongkar
tanpa adanya kompromi, dengan alasan
pemerintah sudah memberikan peringatan.
Harapan PKL pada umumnya adalah meminta
solusi yang terbaik, sehingga tidak merugikan
para PKL.
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Hasil pernyataan tersebut, menunjukkan
bahwa permintaan informasi dan data dalam
satuan kerja penanganan PKL, yaitu Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan UKM, Dinas Kebersihan dan Dinas Tata
Kota, hingga saat ini belum ada prosedur tetap
(protap) dalam melakukan setiap razia, dan hanya
berpengang pada Peraturan Daerah yang ada.

Sehingga prosedur yang dijalankan
diinterpretasikan sendiri oleh Satuan Polis
Pamong Pragja tersebut. Hal ini menunjukan

bahwa instansi terkait atau perangkat Pemerintah
Daerah belum mengetahui bagaimana melakukan
suatu kebijakan, karena prosedur kerja belum
dirumuskan dengan jelas dari level atas.

.+‘

3. Konsultasi

Pelaksanaan koordinasi melalti konsultas
mengenai ketertiban Pedagang*Kaki Lima (PKL)
bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang
dilakukan para PKL apakah sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan. Karena penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban 'PKL merupakan
bagian dari #tugas-tugas umum pemerintahan
Kabupatens'Kubu Raya K melalui Satuan Polisi
Pamong Praja yang sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan
umum ! yang “dilaksanakan.  Mewujudkan
ketenteraman danketertiban umum yang efektif
juga sangat terkait dengan penegakan hukum
yang tegas dan konsisten dari Satuan Polisi
Pamong Praja. Dengan demikian terkait dengan
kesadaran’hukum dan disiplin para PKL ser
seluruh Aparat penegak  hukum  dan
penyelenggara negara secara kesel uruhan. Fokugh
kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban PKL diarahkan kepada pembinaan
ketenteraman dan ketertiban terhadap para PKL
melalui sosialisasi kebijakan, peraturan, operasi
penertiban pedagang kaki lima, asongan dan
sgjenisnya. 5

Berdasarkan pernyataan dari- koordinator

PKL, diperoleh keterangan bahwa

Kebanyakan para PKL tidak mengetahui secara pasti
bagaimana kebijakan penangamanstentang ussha mereka
diatur oleh pemerintah setempat. PKL btahmmengetahui
perkembangan terbaru tentang kebijakan dari wakil mereka
atau ketua paguyuban yang menjembatani komunikasi
antara pelaksana kebijakan dan PKL. Hasil dari konsultasi
tersebut adalah informasi, dan informasi yang penting oleh
PKL resmi adalah apakah pada tahun berikutnya lokasi
dagang mereka tetap diakui secara sah. Sedangkan bagi
PKL illegal, informasi yang diperlukan jadwal penertiban
akan dilakukan, sehingga para pedagang tersebut dapat
terhindar dari aktivitas penertiban tersebut.

Lebih lanjut menurut Kepala Satuan Polisis

Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, bahwa;
Dalam melakukan konsultasi bertujuan menumbuhkan
iklim ussha PKL yang kondusif mencakup aspek:
kebijaksanaan persaingan sehat dan pengurangan distorsi

pasar; kebijaksanaan ekonomi yang memberikan peluang
kepada PKL yang mengurangi beban biaya yang tidak
berhubungan dengan proses biaya tinggi; kebijaksanaan
penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan,
memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut,
dapat ditelaah bahwa selama ini petugas Satuan
Polisi Pamong Praja, sudah melakukan konsultasi
kepada para PKL, namun konsultas tersebut
hanya memberikan himbauan berupa larangan
berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan
memberikan saran ke tempat yang sudah
ditentukan. Namun tempat-tempat yang diijinkan
sementara ini sudah penuh di tempati pedagang
lainnya. Saat terjadi penertiban para petugas

_melalui Satuan Polisi Pamong Praja, tempat usaha

PKL dibengkar tanpa adanya kompromi, dengan
alasan pemerintah sudah memberikan peringatan.
Harapan PKL padasumumnya adalah meminta
solusi yang terbaik, sehl-ngga tidak merugikan
para PKL.

4. Jalinan Hubungan Kerja Sama™s,

Pada + dasarnya  koordinas i, selalu
menekankan pentingnya hubungan manusia,
secara relatif mudah mendapatkan suatu cara
yang  baik,” tetapi kesulitannya adalah
mendapatkan bermacam-macam kesatuan
perseps untuk bekerja sama dengan suatu cara

wang dikoordinasikan. Untuk itu harus diadakan

@iu tindakan yang pasti untuk menciptakan
oordinas yang diinginkan. Semua unit kefja
E;'L%Ie_rkajt harus didorong untuk saling tukar
Saran, 'ide dan pikiran melalui suatu hubungan

ja a. Melalui cara yang demikian, maka
lihargpkan setiap unit yang terkait  jakan
angetahui sudut pandang dan masalah
organisasi yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil  wawancara | kepada
Koordinator PKL, diperoleh keterangan bahwa:

Hubungan kerja sama yang dilakukan antara’PKL dengan
pihak yang berwenang, belum terlihat hubungan yang
harmonis. Hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan
yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol
PP, "seperti  melakukan konsultas) penyuluhan dan
pendekatan persuasive lainnya, .sehingga pada saat
dilakukan razia pihak PKL.terkadang tidak mengetahui. Di
sampingwitu-“tindakan yang dilakukan Satpol PP tanpa
kompromi melakukan pembongkaran.

Kemudian hasil wawancara kepada Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja, diperoleh keterangan
bahwa kerja sama yang dilakukan antara pihak
pemerintah kepada para PKL daam rangka
melakukan  pembinaan  ketenteraman  dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
melalui program dan kegiatan juga dilakukan
dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL/Sektor
Informal); di Pasar Baru dilakukan pengaturannya
seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat-tempat



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

ussha vyang pada jaur tertentu ditata dan
perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan. Keberadaan sektor
informal yang masih melakukan kegiatan usaha di lokas
yang tidak dibenarkan tetap menjadi sasaran penertiban.
Satuan Polisi Pamong Pragja berkoordinasi dengan Camat
dan Kelurahan/desa mendata pedagang kaki lima dengan
prinsip jalan - jalan protokol tidak diperkenankan
berjualan, adapun pada jalan - jalan aternatif yang
memungkinkan sebagai tempat berjualan diadakan
penataan agar terjaga kebersihannya tidak terkesan
semrawut dan tidak sampa mengganggu lingkungan
sekitarnya.

b. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi
peringatan Camat dan Kelurahan akan diperingati secara
tertulis oleh Satuan Poliss Pamong Praja, kemudian
dilakukan tindakan repressif dengan mengangkut dan
membongkar barang dagangannya untuk dijadikan

barang bukti dalam pengajuan tuntutan atas pdanggaran_ .

Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dapat
ditelah bahwa efek kemitraan ataf kerja sama
yang belum terjalin antara pémerintah dengan
kelompok PKL, tercip_t_any'a kawasan. kumuh,
kesemrawutan, kemacetan lalu’ lintas  dan
mengurangi  keindahan atau  estetika  kota.
Permasalahan PKL ini runtut sejak awal. dan
semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat
arus migras yang tidak pemah berhenti. dan
kebijakan® demi kebijekan telah diterapkan
pemerin'fah khususnya pemerintah Kabupaten
Kubu #Raya, namun hingga kini belum
menampakkan hasil yang  memuaskan.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan
komitmen penataan dan pengelolaan sektor
informal 4 dan telah melakukan pendataan,
penataan, pemberlan modal  bergulir
pelatihan kerJa melal ui

upaya Pemefintah Kabupaten Kubu Raya dalam
penataan PKL ternyata diangggap beberapa
kalangan masih terkesan setengah-setengah:
Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung
pada bentrokan dan perlawanan fisk dari PKL.
Bersama dengan Kemponen masyarakat lainnya,
tidek jarang para PKL pun justru® melakukan
unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah
dalam menyediakan lapangan kerja untuk
masyarakat miskin. s

— -

E. PENUTUP
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian
yang telah disampaikan pada bab sebelumnya
maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa
pelaksanaan  koordinas  fungsional  dalam
penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parit
Baru Kecamatan Sungai Raya belum berjalan
efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain:
1) Pelaksanaan koordinasi melalui rapat-rapat
koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi

hinggal’
Dinas Koperasi dan

Sektor Informal. Melihat kenyataan di Iapangan,,h

Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya belum
sepenuhnya dilakukan, baik dari jadwal rapat
koordinasi yang tidak teratur maupun materi
rapat yang disampaikan belum sepenuhnya
mengarah kepada kondis ketentraman,
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
serta merumuskan langkah-langkah strategis,
teknis dan taktis yang diperlukan dalam
rangka pengendalian, pencegahan maupun
penanggulangan ketentraman dan ketertiban
umum, khususnya ketertiban PKL.

2) Permintaan data-data atau informasi yang
dilakukan Satuan Polis Pamong Prga
kepada instans lain, seperti Pemerintah

«.Kecamatan, Dinas Pasar, Dinas
Perhubungan, Dinas Tata Kota dan Dinas
Kebersihans Kabupaten Kubu Raya belum
sepenuhnya % dilakukan menurut
kepentingannya. Hals tersebut terlihat dari
laporan mengenai keretiban PKL yang belum

mengarah  kepada sistem, *wprosedur dan
mekanisme operasional  ‘pengamanan
pelaksanaan  kebijakan  dan “program

pembangunan Kabupaten Kubu Raya.guna
mewljudkan stabilitas nasional dan daerah
yang mantap dan terkendali“serta kondusif.

_3) Pelaksanaan konsultasi dilakukan Satuan

Polis Pamong Praja kepada instansi terkait,
_belum dilakukan secara kontinyu dan
 terjadwal. Hal tersebut terlihat masih adanya
" kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam
. pelaksanaan tugas. Di samping itu

ﬁ | p' bagian tugas yang belum merata

abkan masih belum tersusunnya tupoksi

ll gan baik, sehingga pelaksanaan tugas

tidak terbagi habis dan masih menumpuk

p.‘ pada satu seksi, seperti adanya tumpang
tindih tupoksi antara Seksi Ketentraman dan
Ketertiban  dengan  Seksi  Penegakan
Peraturan® Daerah Dan Peraturan Bupati,
maka pelaksanaan tugas tidak terbagi habis
dan tidak berjalan secara optimal.

4) Hubungan kerja sama yang dilakukan antara
pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong
Pragja dengan instansiterkait dan kelompok
PKI="belum berjalan maksimal, karena belum
terjalinnya hubungan formal dan informal,
seperti, jarang melakukan pertemuan atau
musyawarah kerja, selalu merasa tugasnya
yang paing penting dan tidek adanya
pengaturan usaha kelompok secara teratur.
Dengan keadaan yang demikian selalu terjadi
kesalah-pahaman, dalam bertindak dan
terkadang sering terjadi saling melempar
tanggung jawab yang akhirnya segala
keputusan yang diambil kurang tepat
terutama dalam penetaan PKL.
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